
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESiA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDOINESIA 

NOMOR 147/PMK.07/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 92/PMK.07 /2015 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS 
TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2015 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan 

Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar� Tahun 

Anggaran 2015 telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 92/PMK.07 /2015 tentang Pelaksanaan 
Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyaluran dan 
penggunaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan 
Daerah, perlu dilakukan perubahan batas waktu 

penyaluran Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah 

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 92/PMK.07 /2015; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07 /2015 tentang 

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan 

pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2015; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

259, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 
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2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 56); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07 /2015 
temtang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan 
pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2015; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 
92/PMK.07 /2015 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI 
KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA TAH(JN ANGGARAN 2015. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 92/PMK.07 /2015 tentang Pelaksanaan Dana 
Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun 2015 diubah, sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 untuk DAK Tambaha11 Usulan Daerah dilaksanakan 
secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. triwulan I, paling lambat tanggal 30 September 2015 
sebesar 30% (tiga puluh persen); 

b. triwulan II, paling lama 2 (dua) bulan setelah 
penyaluran triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima 
persen); 

c. triwulan III, paling lama 2 (dua) bulan setelah 
penyaluran triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima 
persen); dan 

d. triwulan IV, paling lama 2 (dua) bulan setelah 
penyaluran triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen). 

_/t/ 
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(2) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 
setelah Kepala Daerah penerima DAK Tambahan Usulan 
Daerah menyampaikan dokumen berupa: 

a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Ariggaran 2015; 

b. Surat hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah; dan 

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
Kepala Daerah, 

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(3) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilaksanakan 
setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan 
U sulan Daerah triwulan I dan rekapitulasi SP2D 
penggunaan DAK Tambahan U sulan Daerah triwulan I 
beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK 
Tambahan Usulan Daerah. 

(4) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 
setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan 
Usulan Daerah triwulan II dan rekapitulasi SP2D 
penggunaan DAK Tambahan U sulan Daerah triwulan II 
beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK 
Tambahan Usulan Daerah. 

(5) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d d.ilaksanakan 
setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan 
U sulan Daerah triwulan III dan rekapitulasi SP2D 
penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III 
beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK 
Tambahan U sulan Daerah. 

(6) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan terhadap bidang 
dan/ atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil 
reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. 

(7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri 1111 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri 1111 dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Juli 2015 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

Pada tanggal 11 Ag us tu s 2O15 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1183 
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